
 

 
 

 

 

 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 73 TAHUN 2018 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 95 TAHUN 

2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  

DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN  

KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, perlu ditinjau kembali; 

  b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, 

maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang 

Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. 

 

  



Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang     

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3079); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

89); 



  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

  11 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 

2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Semarang Nomor 114); 

  12. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota 

Semarang(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 95). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 95 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS 

KESEHATAN KOTA SEMARANG. 

 

 

 



Pasal I 

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2016 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas 

Kesehatan Kota Semarang(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 

95), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD 

Instalasi Farmasi mempunyai fungsi : 

a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. pendistribusian tugas kepada bawahan; 

c. pemberian petunjuk kepada bawahan; 

d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; 

e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi 

terkait atas persetujuan pimpinan; 

g. pelaksanaan penyusunan pedoman instalasi farmasi; 

h. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan penerimaan 

perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi; 

i. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perbekalan 

kesehatan dan sediaan farmasi;  

j. pelaksanaan pencatatan dan pengamatan terhadap penerimaan, 

persediaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan kesehatan dan 

sediaan farmasi; 

k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pendistribusian dan 

penggunaan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi; 

l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana 

Instalasi Farmasi; 

m. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi; 

n. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD Instalasi Farmasi; 

o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Instalasi 

Farmasi; 

p. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Instalasi Farmasi; 

 

 

 



q. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di 

UPTD Instalasi Farmasi; 

r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di 

UPTD Instalasi Farmasi; 

s. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; 

t. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 

u. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan 

v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

tugas  dan fungsinya. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 16 Oktober 2018 

WALIKOTA SEMARANG 

 

           TTD 

           HENDRAR PRIHADI 

 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal 16 Oktober 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

 

                                      TTD 

                AGUS RIYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 74 

 


